BAB  II

KONDISI UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. EKONOMI
1. Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan di Propinsi DIY selama kurun waktu 1998–2003 tidak terlepas dari pengaruh situasi nasional dan internasional yang terjadi pada selang waktu tahun tersebut. Situasi yang terjadi antara lain terpaan krisis ekonomi, pergantian pimpinan nasional, konflik antar elit politik, dan konflik horizontal yang berimbas pada pergerakan massa, serta terjadinya tragedi World Trade Center dan bom Bali. 

Laju pertumbuhan ekonomi di DIY dari Tahun 1998-2002 cenderung fluktuatif, terjadi kontraksi sangat tajam pada tahun 1998 yaitu sebesar 11,18% namun pada tahun 1999 mulai membaik menjadi 0,99% kemudian pada tahun 2000 meningkat menjadi 4,01%, akan tetapi pada tahun 2001 terjadi perlambatan sehingga pertumbuhannya sebesar 3,29%. Upaya-upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah sudah nampak pada tahun 2002 yaitu dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,38%. 

Inflasi yang terjadi di DIY juga cenderung fluktuatif dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 sebesar 77,46%. Dampak dari krisis ekonomi tahun 1997 yang terasa pada tahun 1998 ini diperparah oleh larinya modal ke luar negeri dan terjadinya rush barang-barang konsumsi yang mengakibatkan naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok. 

Selain itu ada pengaruh non-ekonomi juga ikut mendorong terjadinya inflasi yang tinggi. Pada tahun 1999 inflasi sempat menurun drastis menjadi 2,51%, karena pengaruh menguatnya nilai tukar rupiah, akan tetapi tahun 2000  meningkat lagi menjadi 7,32%. Peningkatan yang terjadi ini, lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Pada tahun 2001 terjadi peningkatan lagi menjadi 12,21% dan tahun 2002 menurun menjadi 12,01%. Meningkatnya inflasi pada dua tahun terakhir ini, tidak dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, tetapi lebih pada faktor-faktor non ekonomis seperti terjadinya pergantian kepemimpinan nasional, kasus-kasus KKN dan peristiwa tragedi World Trade Center, yang pengaruhnya terasa pada akhir tahun 2002.
Sisi pemerataan pendapatan yang ditunjukkan dengan Rasio Gini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Gini Rasio pada tahun 1999 mencapai 0,36, pada tahun 2000 sebesar 0,30, dan sebesar 0,34 pada tahun 2001, serta pada tahun 2002 lebih membaik lagi yang ditunjukkan dengan Rasio Gini sebesar 0,25. Indikator ini menunjukkan bahwa, rata-rata distribusi pendapatan masyarakat cukup merata.

Dari sisi investasi terjadi kecenderungan fluktuasi, total penanaman modal asing pada tahun 1998 mencapai US $ 6 juta, pada tahun 1999 meningkat menjadi US $ 10,5 juta, akan tetapi tahun 2000 menurun menjadi US$ 3,9 juta kemudian meningkat lagi menjadi US$ 10,1 juta pada tahun 2001, dan meningkat drastis menjadi sebesar US $ 19,8 juta pada tahun 2002. Di lain pihak, total investasi domestik cenderung fluktuatif,  pada tahun 1998 hanya mencapai Rp. 6 milyar naik menjadi Rp. 34,6 milyar pada tahun 1999, dan pada tahun 2000 meningkat drastis menjadi Rp. 119,9 milyar. Kemudian pada tahun 2001 menurun lagi menjadi Rp. 105,9 milyar dan pada tahun 2002 turun drastis mencapai Rp. 43,4 milyar.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Dengan asumsi bahwa kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan berlangsung secara normal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Propinsi DIY diprakirakan rata-rata sebesar 4,00% per tahun selama kurun waktu 5 tahun mendatang, 

2. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan

a. Pertanian

Data tahun 2002 luas panen tanaman pangan dan hortikultura tetap didominasi oleh padi, baik padi sawah maupun padi gogo (seluas 134.848 Ha), sedangkan yang lainnya berturut-turut, antara lain kedelai 42.937 Ha, ubi kayu  59.182 Ha, kacang tanah 61.713 Ha, jagung 62.309 Ha, buah-buahan 23.038 Ha, ubi jalar 741 Ha, sorghum 1.682 Ha,  kacang hijau 752 Ha, dan sayuran 13.190 Ha.  Selain itu, perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi DIY dapat menghasilkan sebagai berikut: padi (sawah dan gogo) 653.577 ton, kedelai 50.981 ton, ubi kayu 750.205 ton,  kacang tanah 58.482 ton, jagung 170.753 ton, buah-buahan 2.003.757 ton, ubi jalar 7.100 ton, sorghum 535 ton, kacang hijau 462 ton, kacang hijau 462 ton, dan sayuran 553.152 ton. Pada lima tahun terakhir ini, produktivitas per-komoditasnya mengalami gangguan yang disebabkan oleh banyaknya musuh alami hama dan penyakit yang sudah hilang, namun muncul kembali yang diakibatkan oleh adanya  perburuan manusia terhadap ular dan burung pemangsa serangga, sehingga diperlukan waktu untuk memperbaiki kembali ekosistem yang telah rusak.  Oleh sebab itu, maka untuk memperoleh hasil pertanian agar optimal, perlu didukung pembinaan dan penyuluhan di tingkat petani serta usaha perkuatan kelembagaan dalam menghasilkan benih bermutu, institusi pengendali hama/penyakit, dukungan alat mesin pertanian, dan distribusi pupuk yang memadai.  

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian, yang peranannya dalam penyediaan pangan khususnya protein hewani tetap terus ditingkatkan, di samping untuk mendukung swasembada daging.

Populasi sapi potong, sapi perah, babi, ayam buras  dan ayam ras pedaging mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi pada sapi perah sebesar 4,56% dan terendah pada ayam buras sebesar 0,29%. Populasi ternak lainnya mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar  pada ayam ras petelur sebesar 6,99 % rata-rata per tahun dan paling rendah pada itik sebesar 0,08 % per tahun.

Untuk mendukung kesehatan dari produk peternakan ini terutama agar Kesehatan Masyarakat menjadi semakin baik sehingga penyediaan produk aman, sehat, utuh dan halal, maka didukung adanya beberapa fasilitas lokasi pemotongan berupa Rumah Potong Hewan (RPH) Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Dokter Hewan dibantu beberapa Juru Periksa Daging (Keurmaster) dan Rumah Potong Swasta.

b. Kehutanan dan Perkebunan

Hutan di Propinsi DIY terdiri dari: Hutan Negara seluas 17.064,364 hektar (5,36 %) dari luas wilayah DIY. Kawasan tersebut terbagi berdasarkan fungsinya, yaitu (a) Hutan lindung seluas 3.791,3 Ha, (b) Hutan Produksi seluas 12.888,1 Ha, (c) Hutan konservasi 465,02 Ha. Di samping itu juga terdapat Hutan rakyat  aktual  seluas 34.494 Ha dan potensial 104.634 Ha. 

Sejalan pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi, paradigma pembangunan kehutanan di Propinsi DIY adalah domestic resources based (community and resource based development), yaitu: (1) menetapkan sumberdaya hutan dalam tiga sisi manfaat yang seimbang yakni ekonomi, ekologi dan sosial; dan (2) memfasilitasi dan mendorong terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberi peluang yang luas kepada lembaga usaha masyarakat kecil dan menengah. yang berbasis hutan dalam menuju pengelolaan hutan yang lestari, demokratis dan berkeadilan. Pembangunan usaha perkebunan rakyat dilakukan dengan cara memfasilitasi dan mendorong berkembangnya agribisnis perkebunan yang berdayasaing, melalui pemberdayaan di hulu dan memperkuat di hilir.

c. Perikanan dan Kelautan

Secara umum pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan belum dilakukan dengan optimal. Pada tahun 2001, pemanfaatan potensi baru 9.0 % yaitu dengan tercapainya produksi ikan konsumsi sebesar 6.618,6 ton/ekor atau menurun 3.62 % dari produksi tahun 2000 sebesar 6.935,30 ton/ekor. Selain itu apabila dilihat dari tingkat pemanfaatan potensi produksi dan lahan masih relatif rendah (24.47 %), sehingga kemungkinan pengembangannya untuk peningkatan produksi perikanan masih cukup besar. Sebagai penunjang dari kegiatan budidaya ikan baik laut, payau maupun tawar adalah ketersediaan benih ikan dalam jumlah, mutu, waktu dan ukuran yang memadai.

Jumlah nelayan meningkat sebanyak 21,19 % akibat semakin menariknya usaha penangkapan ikan di laut sehingga banyak orang dan pengusaha yang tertarik menekuni bidang ini. Armada perikanan naik sebanyak 55,70 %. Perubahan ini menunjukkan adanya investasi baru dalam bidang usaha perikanan tangkap. Walaupun begitu kegiatan penangkapan ikan ini masih didominasi oleh penangkapan jalur I artinya penangkapan ikan pantai sehinggga ikan lepas pantai dan samudera belum tergarap. 

Produksi ikan konsumsi mengalami penurunan rata-rata 2,41 % per tahun, produksi benih ikan/udang meningkat 56,72 % per tahun, ikan hias 53,31 % per tahun. Walaupun Konsumsi ikan rata-rata selama 5 tahun mengalami kenaikan sebesar 0,84 % per tahun tetapi dampak krisis ekonomi yang menyebabkan harga pakan naik dan iklim kurang mendukung terutama berimbas pada penyediaan air serta lamanya waktu panen telah menyebabkan produksi pada ikan konsumsi menurun. 

3. Industri dan Perdagangan

Unit usaha di Propinsi DIY sebagian besar (99%) didominasi oleh industri kecil. Krisis yang berlangsung sejak tahun 1997 berdampak kurang menguntungkan bagi perkembangan industri. Industri yang berbahan baku impor dan pasar lokal banyak mengalami kebangkrutan atau menghentikan usahanya. Industri Kecil mempunyai peranan yang cukup strategis dalam perekonomian daerah khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha. Tenaga kerja yang dapat diserap oleh  industri pada tahun 1998 sebanyak 249.304 orang, tahun 1999 sebanyak 255.305 orang, tahun 2000 sebanyak 255.807 orang, tahun 2001 sebanyak 265.623 orang dan tahun 2002 sebanyak 267.296 orang.

Perkembangan nilai investasi  industri selama 5 (lima) tahun menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif. Meskipun secara kumulatif menunjukkan peningkatan namun perkembangan tambahan (delta) berfluktuatif  disebabkan mulai pada tahun 2000 terjadi peningkatan pada investasi di industri menengah dan besar, sementara di industri kecilnya relatif tetap.

Pasar tujuan utama ekspor selama lima tahun ini masih ditujukan kepada Amerika Serikat (42%), Italia (6,16%), Perancis (6%), Belanda (4,12%), Jepang (6,3%) dan Australia (3%). Jumlah pasar tujuan ekspor dari DIY pada tahun 1998 sebanyak 63 negara, tahun 1999 sebanyak 71 negara, tahun 2000 sebanyak 72 negara, tahun 2001 sebanyak 74 negara dan tahun 2002 sebanyak 89 negara.

Pelaku ekspor selama tahun 1998-2002 menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini mengakibat-kan struktur ekspor Propinsi DIY makin kuat yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jumlah pelaku ekspor pada tahun 1998 sebanyak 120, tahun 1999 sebanyak 155, tahun 2000 sebanyak 157 dan pada tahun 2002 sebanyak 197.

4. Pariwisata

Sebelum tahun 1998 Program Pengembangan Pariwisata diarahkan pada upaya menyiapkan Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata dengan sarana wisata yang memadai, baik yang bersifat pembinaan usaha akomodasi, rumah makan dan rekreasi hiburan umum. Upaya mempromosikan Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata yang menarik dan aman bagi kunjungan wisatawan selalu dilakukan, baik melalui kegiatan promosi Luar Negeri maupun Dalam Negeri. Promosi luar negeri antara lain ditujukan ke tiga besar negara asal wisatawan yang menjadi pasar pariwisata Yogyakarta yaitu Taiwan, Jepang dan Belanda. Dengan adanya dukungan kondisi keamanan yang kondusif, arus kunjungan wisatawan ke Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang cukup bagus ditunjukkan dengan meningkatkan jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara pada tahun 2000.

Langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi yang ada terus dilakukan melalui Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata, Peningkat-an SDM Pelaku Pariwisata dan Promosi Pariwisata yang tidak henti-hentinya dilakukan dengan harapan ketika saat situasi lebih kondusif, Yogyakarta akan lebih siap menerima kunjungan wisatawan. Kerjasama di bidang Pengembangan Pariwisata baik skala regional, nasional dan internasional dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperluas dan memperkuat posisi pasar pariwisata. 

Pada tanggal 2-6 Juni 2003, delegasi DIY diundang Pemerintah Propinsi Gangwon Korea untuk menghadiri kegiatan Mutual Exchange of Delegation Program atas biaya Pemerintah Korea. Kegiatan tersebut merupakan realisasi kerjasama East Asia Tour Operator Forum (EATOF) yang telah disepakati pada EATOF Meeting di Cebu Filipina. Kesempatan berharga tersebut telah dimanfaatkan delegasi DIY yang terdiri dari Pemerintah, Akademisi maupun Usaha Jasa Pariwisata. Dari Discusion Meeting menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

a. Program Pertukaran Aparat Pariwisata Daerah

b. Pertukaran Mahasiswa Pariwisata antar Universitas, yang akan dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Gangneung Unversity.

c. Fam Tour dan Promosi Pariwisata

d. Dukungan pada International Event yang diselenggarakan kedua belah pihak.

Penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi penyelenggaraan event-event penting sudah dilaksanakan dengan berdirinya Gedung Jogjakarta Expo Center (JEC). Tempat ini digunakan untuk penyelenggaraan event-event wisata Meeting, Incentives, Convention and Exhibition (MICE) dan nampak adanya peningkatan kegiatan-kegiatan berskala besar yang dilaksanakan di JEC.

Dalam usaha melepaskan diri dari ketergantungan kunjungan Wisatawan Mancanegara melalui Bali dan Jakarta, sedang diperjuangkan masalah aksesibilitas dengan adanya penerbangan langsung dari luar negeri ke Yogyakarta, sedangkan untuk promosi dalam negeri, memfokuskan pada 3 (tiga) pintu gerbang utama yaitu Jakarta, Bali, dan Batam, serta melalui Forum Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU). Untuk MPU juga dilakukan promosi bersama lewat Tourism Information Center (TIC) Denpasar, Bali, di samping menggunakan website MPU serta TIC, Tourism Information Services (TIS) di Yogyakarta dan website dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun Pemda DIY.

Program unggulan pariwisata dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, baik SDM, Sarana Pariwisata maupun Promosi Pariwisata yang dilaksanakan setiap tahun, sehingga nantinya dapat terwujud Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama di Indonesia dengan keunggulan Potensi Wisata yang nyaman untuk dikunjungi wisatawan.

B. SOSIAL

1. Kondisi Sosial secara Umum

Masyarakat DIY mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan dengan masyarakat dari daerah lain, terutama karena sangat diwarnai kehidupan beragama yang melekat dalam perkembangan sosial masyarakat. Di antara karakteristik sosial dari masyarakat DIY yang menonjol adalah sikap toleransi yang tinggi, menjunjung nilai-nilai budaya termasuk nilai dan tradisi kerakyatan, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa harus terpengaruh terhadap intervensi eksternal dan sebagainya. Dengan sikap toleran yang tinggi, keberagaman penduduk DIY tidak menjadi permasalahan, namun justru memperkuat ketahanan sosial.

Penduduk sebagai sumberdaya pembangunan, merupakan modal dasar pembangunan, juga merupakan pelaku dan menjadi subyek sekaligus obyek bagi pembangunan. Menurut sensus yang dilakukan oleh Pemerintah, jumlah penduduk di wilayah Propinsi DIY pada tahun 1990 berjumlah 2.913.054 orang dan pada tahun 2000 berjumlah 3.121.701 orang. Ini berarti laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,72 % per tahun.

Meski dengan kondisi laju pertumbuhan penduduk yang sangat rendah ini, masalah tentang kependudukan tetap ada. Secara umum dari tahun ke tahun jumlah penduduk di wilayah DIY mengalami peningkatan, yang disebabkan adanya migrasi penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia. Rata-rata penduduk yang bermigrasi ini adalah mereka yang menempuh pendidikan tinggi di Kota Yogyakarta. Banyaknya penduduk usia muda yang mulai berdatangan ke DIY menyebabkan mulai nampak kepadatan di sejumlah wilayah, khususnya di seputar daerah penyelenggaraan pendidikan itu berlangsung.

Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia dilihat dari aspek pendidikan adalah masih adanya angka buta aksara. Sementara itu permasalahan lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Perguruan Tinggi (PT). Selanjutnya, kualitas dan relevansi pendidikan yang rendah masih merupakan permasalahan yang perlu segera diselesaikan. 
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah manajemen pendidikan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi pembangunan pendidikan dan otonomi di bidang pendidikan sampai unit pendidikan terendah yang masih belum optimal. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebagai acuan masing-masing kabupaten/kota untuk mengelola pembangunan pendidikan dan menjaga kualitas pelayanan pendidikan belum dapat diterapkan secara baik.
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan  kesehatan antara lain adalah kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat yang masih sangat minim, termasuk pada ketersediaan obat dan pengawasan obat, makanan, dan bahan berbahaya lainnya. Belum optimalnya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan secara lintas program, lintas sektor dan lintas wilayah/daerah, termasuk sistem pembiayaan dan informasi kesehatan. Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat yang rendah, serta terbatasnya kapasitas institusi kesehatan khususnya di daerah seperti di kabupaten/kota, menyebabkan kesenjangan pemerataan dan kualitas sumberdaya manusia bidang kesehatan.
2. Indeks Pembangunan Manusia

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 1996 sebesar 71,8 dengan tahun 1999 sebesar 68,7 membuktikan terjadi penurunan diakibatkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda berbagai bidang. Penurunan IPM ini utamanya disebabkan oleh menurunnya tingkat dayabeli masyarakat. Sementara itu komponen lainnya (angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) menunjukkan peningkatan walaupun dalam jumlah yang sedikit. Tingkat dayabeli masyarakat pada tahun 1999 turun dibanding keadaan tahun sebelumnya, akibatnya IPM pada tahun 1999 juga mengalami penurunan menjadi 68,7. Sementara itu inflasi yang masih tinggi dalam periode 1998-2000, mengakibatkan pengeluaran konsumsi masyarakat secara riil tidak meningkat, walaupun rupiah yang dikeluarkan lebih besar dibanding tahun 1996. Fakta ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang melanda negeri ini tidak sampai merusak kapasitas fisik (kesehatan) dan kapasitas intelektual penduduk di DIY, tetapi telah menurunkan tingkat dayabeli penduduk. Secara nasional DIY menempati urutan ke-2 setelah DKI Jakarta dalam hal IPM.

3. Kependudukan

a.  Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk DIY dalam selang sepuluh tahun 1990-2000 sangat kecil, yaitu rata-rata sebesar 0,72 % per tahun. Pertumbuhan ini merupakan angka yang terendah di seluruh Indonesia.

Rendahnya laju pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh berhasilnya Program Keluarga Berencana yang dicanangkan Pemerintah, di samping semakin tingginya mutu pendidikan khususnya lagi tentang pendidikan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak. Dengan rendahnya pertumbuhan penduduk tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk DIY pada tahun 2000 rata-rata sebesar 1.034,31 jiwa/km2 yang tidak jauh berbeda dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya.

b. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sampai saat ini telah berjalan cukup lama yang dalam pelaksanannya mengalami berbagai tantangan dan permasalahan, berkat dukungan dari berbagai pihak dapat berjalan dengan lancar. Khusus di wilayah Propinsi DIY program ini dapat menurunkan angka kelahiran sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. 

Perkembangan hasil program KB dari tahun 1998 sampai dengan 2002 mengalami kenaikan sebesar 2,26 % untuk peserta KB Aktif. Untuk peserta KB baru selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini mengalami penurunan sebesar 19,33 %. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar Pasangan Usia Subur (PUS) telah menjadi peserta KB dan untuk sisanya diadakan konseling secara intensif. Dalam pelaksanaannya Program KB dan Pembangunan KS ini diprioritaskan kepada mereka yang tergolong pada Keluarga Pra Sejahtera (Pra S) dan Keluarga Sejahtera I (KS I).

Perkembangan jumlah tahapan keluarga khususnya Keluarga Pra Sejahtera Alasan Ekonomi (Pra S Alek) dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi (KS I Alek) selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini mengalami kenaikan sebesar 17,05 % dibanding dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) total.

Pendataan Keluarga Pra S Alek tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 5,53 % dari tahun 2001. Penurunan tertinggi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebesar 14,60 %, hal ini dikarenakan adanya intervensi khusus lewat Program Pengentasan Kemiskinan (Taskin) yang diarahkan bagi Keluarga Pra S Alek.

Keberhasilan Program KB saat ini diikuti dengan keterpaduan program untuk peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, anak dan hak-hak reproduksi serta intensifikasi konseling KB KP di semua wilayah. Tingginya penduduk yang tergolong dalam Keluarga Pra S Alek dan KS I Alek di masing-masing Kabupaten/Kota harus menjadi pencermatan tersendiri dalam pelaksanaan Program Taskin.

4. Pendidikan

a. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM ini didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (national character building), seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, keseder-hanaan dan keteladanan. 

Arah kebijakan peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan pula melalui, antara lain penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas pendukungnya, juga disediakan berbagai pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, serta penyediaan berbagai beasiswa dan bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. 
b. Tingkat Melek Huruf

Penduduk di wilayah Propinsi DIY memiliki angka yang cukup tinggi untuk tingkat melek huruf. Ini berarti rata-rata penduduk sudah dapat dan mampu membaca dan menulis, sehingga dapat menangkap berbagai informasi dengan baik. Kemampuan membaca dan menulis ini diharapkan kehidupan para penduduknya dapat lebih baik dan lebih terjamin.

c. Partisipasi Sekolah

Partisipasi penduduk DIY dalam bidang pendidikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diharapkan akan dapat memberikan gambaran kualitas sumberdaya manusia yang potensial di masa datang. Dalam hal ini, salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan adalah Gross Enrollment Ratio (GER). GER adalah proporsi penduduk yang masih sekolah pada jenjang tertentu terhadap penduduk usia sekolah yang bersangkutan.

Angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar SD lebih tinggi dibandingkan dengan angka partisipasi SMP dan SMA. Besarnya partisipasi sekolah pendidikan dasar menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam mengimplementasikan program wajib pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994 telah memberikan hasil yang cukup baik.

d. Tingkat Pendidikan

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan pada setiap Jenis dan Jenjang Pendidikan


Kualitas pendidikan menyangkut kualitas proses dan kualitas produk. Pendidikan dikatakan bermutu dari segi proses yaitu belajar mengajar, yang ditunjang oleh sumberdaya manusia, dana, sarana dan prasarana yang memadai. Pendidikan dikatakan berkualitas apabila dapat mendekati tuntutan tujuan pendidikan nasional, yang indikatornya meliputi keimanan/ketaqwaan, intelektual, kepribadian, ketrampilan serta rasa sosial dan kebangsaan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan antara lain pemberian beasiswa murid berprestasi khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Pengadaan buku dan alat penunjang pendidikan, peningkatan mutu guru melalui berbagai DIKLAT, penyelenggaraan SMP Terbuka, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) dan ruang pendidikan lainnya.

f. Peningkatan Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan dikatakan relevan jika memenuhi kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan. Kebijakan “link and match” merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan relevansi pendidikan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan yaitu penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Menengah Kejuruan (PMK), Program Broad Basic Education (BBE), Program Kejar Paket A, B, C, Program Magang dan Kerja Usaha, program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3).

g. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan

Upaya pendidikan dapat dikatakan efisien dan efektif apabila dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks luas efisien dan efektivitas berkaitan dengan profesionalisme dalam manajemen pendidikan yang termuat tingkat disiplin, kesetiaan, etos kerja, kemampuan, transparansi, akuntabel yang baik.

Bentuk kegiatan yang telah berjalan berupa pemberian subsidi ke sekolah-sekolah melalui kegiatan block grant utamanya yang mengarah pada Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan wewenang secara penuh kepada masing-masing sekolah untuk melaksanakan program tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

h. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Salah satu yang menjadikan DIY lebih menonjol dalam bidang pendidikan adalah keberadaan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (non-pemerintah), karena pada dasarnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, dukungan yang diberikan oleh masyarakat sangatlah penting dan tak terpisahkan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain program imbal swadaya (matching grant), pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dirintis mulai tahun 2002.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di DIY meliputi:

1) Pendidikan Formal, mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, seperti yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan (Taman Siswa, Muhammadiyah, BOPKRI, PIRI, dan sebagainya) dengan jumlah lembaga pendidikan swasta yang lebih banyak daripada lembaga pendidikan negeri. 

2) Pendidikan Non-Formal, seperti Pondok Pesantren, Panti Asuhan yang menyelenggarakan pendidikan, Lembaga-lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK), dan sebagainya.

3) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga dan lingkungan.

Salah satu konsepsi yang dikembangkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat Yogyakarta adalah menjadikan perpustakaan sebagai rumah belajar modern (Community Learning Centre/CLC). Untuk mewujudkan konsepsi tersebut Pemerintah Propinsi DIY telah menyediakan fasilitas gedung eks Muskala untuk dimanfaatkan sebagai CLC yang kemudian diberi nama Jogjakarta Study Centre (JSC), dan akan dikembangkan di tempat-tempat lain.

5. Kesehatan

Derajat kesehatan di Propinsi DIY sudah lebih baik dari pada di tingkat nasional. Berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi antara lain pola penyebab penyakit pada semua golongan umur didominasi oleh penyakit non infeksi. Pola penyakit pada balita masih didominasi oleh penyakit infeksi yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. 

Pola penyakit degeneratif mempunyai kecenderungan naik, terutama penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan, neoplasma, kardiofaskulair, dan diabetes mellitus. Selain itu, terdapat penyakit infeksi seperti Demam Berdarah Dengue, dan Malaria. Di samping itu, masalah kekurangan gizi terutama pada Anemia Ibu Hamil, Balita, GAKY maupun Kekurangan Energi Protein. Begitu pula dengan adanya kecenderungan kenaikan pecandu minuman keras dan pemakaian obat terlarang.

6. Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja dari segi pengetahuan, wawasan, ketrampilan, sikap mental dan profesionalisme, sehingga pada akhirnya dapat terwujud tenaga kerja yang profesional dan berdayasaing tinggi, yang mampu membuka dan memberikan peluang kerja yang luas baik di tingkat nasional maupun global.

Pembinaan hubungan industrial Pancasila, kewirausahaan kepada para pekerja formal/informal diupayakan secara maksimal. Pembinaan pemasaran kepada para kelompok usaha mandiri juga dilaksanakan, di samping tetap juga memperhatikan norma keselamatan kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan. Peningkatan sumberdaya manusia dilaksana-kan melalui DIKLAT serta menjalin kerjasama dengan semua pihak dan daerah dalam rangka pengerahan mobilitas penduduk. Terwujudnya perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan dan peningkatan tenaga kerja merupakan program-program yang berhasil dicapai sampai dengan tahun 2002. 

7. Kesejahteraan Sosial

Sesuai dengan kondisi permasalahan sosial di DIY ini dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan kunci utama permasalahan yang akan berimplikasi pada perkembangan masalah lainnya. Di sisi lain secara kuantitatif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sudah cukup memadai tetapi secara kualitatif masih memerlukan langkah-langkah pemberdayaan. Di samping itu juga sangat diperlukan adanya sistem informasi kesejahteraan sosial yang meluas sehingga dapat terjalin kemitraan dengan berbagai kalangan dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam menangani masalah kesejahteraan sosial ini.

Pemberdayaan keluarga miskin telah ditangani sejak tahun 1984. Akan tetapi sejak terjadinya krisis tahun 1998 jumlah tersebut diperkirakan meningkat sampai dengan 40% hingga saat ini, sehingga Pemerintah tetap harus bekerja keras dalam menuntaskan permasalahan ini di masa mendatang. Program kerja ke arah ini selalu diutamakan atau menjadi prioritas bagi percepatan pemulihan kemakmuran masyarakat DIY. Hingga tahun 2002 permasalahan sosial ekonomi terus bertambah antara lain, seperti masalah anak terlantar dan korban NAPZA. Untuk itu, peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan melalui Program Perlindungan Penyandang Masalah Sosial dan Peningkatan Kepedulian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

C. BUDAYA

Budaya sebagai tata nilai, simbol-simbol  dan produk dari peri kehidupan manusia di DIY berkembang dengan baik tanpa melepaskan diri dari akarnya. Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman sebagai pusat budaya Jawa tetap eksis dan menjadi sumber dari perkembangan budaya masyarakat. Walaupun demikian, dengan karakter manusia DIY yang toleran terhadap adanya perbedaan, budaya dari luar daerah pun juga dapat diterima dan memperkaya khasanah budaya nusantara.

Sebagai pusat budaya, maka pelestarian budaya (produk budaya maupun nilai budaya) sangat mendapat perhatian. Salah satu contoh dari upaya pelestarian produk budaya adalah Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah Kepurbakalaan yang meliputi:

1. Peningkatan Kawasan Cagar Budaya (KCB) dari 7 kawasan menjadi 13 kawasan cagar budaya;

2. Terbentuknya Forum Pelestarian Warisan Budaya sebagai wadah pemerhati dan pelestari warisan budaya yang beranggotakan LSM, tokoh-tokoh masyarakat dan birokrat;

3. Terbentuknya Tim Pengelola KCB dari tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Desa Budaya;

4. Meningkatnya jumlah LSM dari 2 organisasi menjadi hampir 40 organisasi Pelestari Warisan Budaya;

5. Penambahan jumlah peninggalan sejarah dan purbakala yang terehabilitasi dan terlestarikan mencapai 20 Benda Cagar Budaya (BCB) berkualifikasi Nasional dan Propinsi;

6. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan pada akhir tahun 2003 diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kualitas dan kuantitas peninggalan sejarah dan purbakala sebanyak 8 KCB tertangani dengan baik (KCB Tamansari, Kraton, Kotagede, Prambanan, Puro Pakualaman, Kerta, Pleret, Ambarbinangun), 25 BCB berkualifikasi Nasional dan Propinsi serta peninggalan budaya lainnya, seperti 5 masjid Pathok Negara. 

Di bidang permuseuman telah dilaksanakan pembinaan dan pengembangan baik secara internal bagi para pengelola museum tentang manajemen permuseuman dan secara eksternal melaksanakan sosialisasi dan apresiasi masyarakat terhadap museum.

Sementara itu, Museum Sonobudoyo sebagai museum tertua kedua setelah Museum Nasional telah selesai menyusun studi revitalisasi untuk peningkatan peran dan fungsinya, sedangkan tentang pendirian Museum Seni Rupa di Yogyakarta sedang dalam tahap persiapan.

Dalam kurun waktu 5 tahun semenjak tahun 1998 terjadi peningkatan jumlah museum dari semula 25 buah menjadi 30 buah yang terdiri dari jenis Museum Umum dan Museum Khusus.

Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) merupakan salah satu kegiatan dimaksud yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun selama 15 tahun terakhir, di samping berdampak seperti tersebut di atas juga semakin menambah semarak yang tidak kecil kontribusinya dalam memberi nilai tambah bagi kepariwisataan DIY. FKY ini merupakan refleksi dari perkembangan budaya rakyat yang berakar kepada budaya adiluhung yang berkutub pada Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman.

Antusiasme seniman-budayawan dalam memantapkan keberadaan mereka sekaligus berimplikasi dalam pengembangan kebudayaan juga tercermin dengan terbentuknya Dewan Kebudayaan DIY yang merupakan pengembangan dari Dewan Kesenian DIY. Dewan Kebudayaan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Daerah Dewan Kesenian pada tahun 2003, yang dilatarbelakangi pemikiran perlu adanya pengembangan organisasi yang tidak hanya mengakomodasi-kan Budaya 'intangible' yang selama ini menjadi fokus kelolanya, namun juga dipandang perlu mengakomodasikan budaya yang bersifat 'tangible'.


Apa yang telah dilaksanakan di atas merupakan bentuk komitmen kita untuk mempertahankan predikat Yogyakarta dengan Kraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman sebagai pusat budaya Jawa yang keberadaannya diakui oleh masyarakat luas. Keberadaan Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa yang cukup disegani dibuktikan dengan pengakuan secara implisit dari beberapa daerah dalam bentuk pengangkatan dan pemberian gelar adat kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga Gubernur Propinsi DIY. Daerah-daerah yang memberi gelar adat tersebut adalah Sumatra Barat, Makassar, Maluku, dan yang terakhir Riau pada bulan 26 Juni 2003 yang lalu. Penganugerahan gelar adat tersebut sebagai bentuk penghargaan atas peran Gubernur DIY dalam ikut membina dan mengayomi masyarakat dari daerah yang bersangkutan.

D. PEMERINTAHAN

Implikasi pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan perubahan yang fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Strategi terpenting dalam menyikapi perubahan tersebut, terutama dengan berubahnya kewenangan propinsi adalah dengan melakukan restrukturisasi organisasi dan penataan pegawai. Bersamaan dengan itu, evaluasi terhadap struktur dan penempatan pegawai dalam suatu jabatan terus dilakukan, agar tetap berada pada kondisi yang sesuai dengan tuntutan peningkatan kinerja.

Sasaran untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, merupakan prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang identik dengan pembaharuan tata pemerintahan. Jumlah jabatan struktural sebelum penataan organisasi 1.345 jabatan, setelah penataan organisasi 779 jabatan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Propinsi DIY sampai bulan April 2003 sejumlah 13.007 orang, yang terdiri dari pejabat struktural 693 orang, pejabat fungsional 1.101 orang dan staf sebanyak 11.213 orang.

Penataan staf non struktural didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 117 Tahun 2001 tentang Kualifikasi Jabatan Non Struktural. Formasi pegawai yang tersedia berdasarkan SK Gubernur tersebut di atas adalah sejumlah 6.214 orang PNS. Jumlah staf non struktural secara keseluruhan baik yang berada di instansi induk, di UPTD maupun yang bekerja di Pemda Kabupaten/Kota berjumlah 11.210 orang PNS. PNS yang sudah ditata di instansi induk (Dinas, Lembaga Teknis, Setda dan Setwan) sebanyak 5.193 orang PNS, ditata di UPTD sebanyak 1.684 orang PNS dan yang bekerja di Pemda Kabupaten/Kota sebanyak 4.332 orang PNS. PNS Propinsi yang bekerja di Pemda Kabupaten/Kota yang sudah diserahkan ke Pemda Kabupaten/Kota  sebanyak 1.820 orang PNS. Sisanya sebanyak 2.512 orang PNS setelah ada kesepakatan dengan Pemda Kabupaten/Kota juga akan diserahkan ke Pemda Kabupaten/Kota.

Adapun penataan jabatan fungsional didasarkan pada SK Gubernur Nomor 35 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY. Jabatan fungsional yang bisa dikembangkan ada 53 jenis, formasi  yang tersedia berdasarkan SK Gubernur tersebut di instansi induk sejumlah 525 jabatan, sedangkan kebutuhan jabatan fungsional di UPTD masih dalam proses analisis. Sampai saat ini, pegawai yang telah diangkat ke dalam jabatan fungsional di instansi induk adalah 1.101 orang dengan rincian 224 orang eks pejabat fungsional dari instansi induk, 3 orang staf dari instansi induk, dan 874 orang eks pejabat fungsional dari UPTD.

Secara kuantitatif penataan pegawai ini telah selesai, namun dalam hal penempatannya masih dijumpai ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan pejabat dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang harus diemban. Namun demikian kondisi ini diharapkan akan diantisipasi pada evaluasi struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, perlu optimalisasi fungsi pengawasan dan perangkat hukum yang sesuai dengan tata pemerintahan baru. Sebelum tahun 1999 pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan dilakukan secara parsial yaitu pengawasan secara terpisah-pisah: keuangan, barang, kepegawaian, pemerintahan dan pembangunan. Sejak tahun 1999 s/d 2003 terjadi banyak peningkatan menuju kepemerintahan yang baik. Fungsi pengawasan dilakukan dalam upaya menjadi pendorong menuju pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional, transparan dan akuntabel. Tahun 2002 telah diberlakukan perubahan sistem pengawasan dari sistem parsial (terpisah-pisah) menjadi komprehensif (menyeluruh) yang mencakup pelaksanaan TUPOKSI yang didukung sumberdaya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta metode kerja. 

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan yang komprehensif tahun 2002 telah dilaksanakan evaluasi kinerja instansi pemerintah pada 28 instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi DIY. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja instansi Pemerintah serta dalam Rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, petunjuk teknis pengawasan yang meliputi: Pemeriksaan, Pengujian, Pengusutan dan Penilaian dikeluarkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sesuai tugasnya masing-masing.

Fungsi pengawasan ini selain dilakukan oleh lembaga pemerintahan (termasuk DPRD) juga dilakukan oleh lembaga-lembaga non-pemerintahan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial (social control) melalui media-media yang tersedia.

Di bidang penataan barang milik daerah, telah dilaksanakan inventarisasi asset-asset (barang milik) Daerah baik yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi DIY maupun yang berasal dari pelimpahan barang-barang eks Kanwil sehingga dengan adanya data tersebut mendukung tersusunnya Neraca Daerah per 31 Desember 2001 sebagai neraca awal dan berikutnya sudah dapat disusun neraca dan laporan keuangan lain sesuai PP Nomor 105 tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

E. LINGKUNGAN

1. Fisiografi

Keadaan fisiografis pada umumnya berpengaruh terhadap kegiatan pemanfaatan suatu sumberdaya alam yang terdapat pada permukaan maupun di bawah  permukaan. Satuan fisiografi DIY terdiri dari: 

a. Gunung Api Merapi dan lereng gunung api, yang letaknya di bagian utara pada ketinggian ± 500 m hingga  ± 2.911 m. Material penyusunnya berasal dari endapan aktivitas Gunung Api Merapi.

b. Dataran Aluvial, yang terletak di bagian tengah hingga membentang ke selatan dan bertemu dengan Samudra Indonesia. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga mempunyai lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.

c. Pegunungan Kulon Progo, terletak di bagian barat DIY dengan batas bagian timur adalah lembah progo dan bagian selatan dibatasi oleh dataran aluvial pantai. Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah.
d. Dataran Tinggi Gunungkidul, yang meliputi bagian tenggara DIY. Bagian utara daerah ini dibatasi oleh pegunungan Batur Agung dengan garis yang terjal dan memanjang. Di bagian tengah merupakan ledok Wonosari dengan topografi datar bergelombang dan pada bagian selatan merupakan perbukitan karst yang disebut Gunung Sewu. Lereng perbukitan karst tersebut curam dan merupakan lahan kritis.

2. Bentang Lahan dan Bahaya Alami
Secara geomorfologis, Propinsi DIY terdiri dari 6 kelompok satuan bentuk lahan utama, yaitu bentuk marin dan eolin, fluvial, struktural-denudasional, solusional, vulkanik, dan denudasional. 

Jenis bahaya alami dan sebarannya secara keruangan di DIY adalah:

a. Daerah gunung api aktif pada kerucut gunung api Merapi yang ditandai adanya akumulasi langsung dari material hasil aktifitas gunung api secara periodik.

b. Daerah bahaya gunung api utama: pada wilayah di bawah kerucut gunung api yaitu pada lereng gunung api dan lembah.

c. Daerah bahaya gunung api pertama: pada lereng gunung api dan sebagian lereng gunung api.

d. Daerah bahaya gunung api kedua: pada sepanjang sungai utama sebagai media aliran lahar yang melintasi lereng kaki gunung api hingga dataran gunung api seperti Sungai Code dan Sungai Opak.

e. Daerah longsor lahan dan erosi linier: pada sebagian besar pegunungan jalur Batur Agung dan Pegunungan Kulon Progo.

f. Daerah erosi berat: pada pegunungan kapur (Gunung Sewu) di zone selatan.

g. Daerah erosi sedang: pada daerah perbukitan monoklinal (pada formasi Sentolo) yaitu di bagian tengah DIY.

h. Daerah erosi ringan: pada ledok Wonosari dan daerah dataran aluvial karst pada zone selatan di daerah Gunungkidul.

i. Daerah erosi angin dan beragam: pada sepanjang gumuk pasir pantai selatan.

j. Daerah banjir: pada sepanjang dataran rendah bagian selatan dari Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.

k. Daerah tanpa atau sedikit bahaya alami: pada dataran aluvial, dataran aluvial gunung api, lereng kaki gunung api.

3. Sumberdaya Air

a. Hujan

Agihan curah hujan di DIY relatif tidak merata besarnya. Di kabupaten Sleman, curah hujan lebih dari 2500 mm per tahun sampai < 3000 mm per tahun; di Kabupaten Kulon Progo, curah hujan berkisar antara 1750 sampai 2500 mm per tahun. Di wilayah Kabupaten Bantul dan Gunungkidul bagian tengah mempunyai curah hujan kurang dari 1750 mm per tahun.

b. Air Sungai/Aliran Permukaan

Secara umum, sungai-sungai yang berasal dari gunung Merapi mempunyai debit yang relatif sinambung sepanjang tahun dibanding sungai-sungai di daerah Gunungkidul dan Kulon Progo.

c. Air Tanah

Berdasarkan kondisi akifernya, ketersediaan air tanah dari yang terbaik hingga terburuk di DIY adalah: 1) Kabupaten Sleman; 2) Kabupaten Bantul; 3) Kabupaten Kulon Progo; dan 4) Kabupaten Gunungkidul. Kondisi akifer terbaik di Kabupaten Sleman didukung oleh struktur geologi yang porus dan curah hujan yang tinggi. Namun demikian terdapat beberapa daerah yang tidak mempunyai akifer yang baik yaitu di daerah sebelah utara Sleman, Cangkringan dan Turi. Hal ini disebabkan oleh tebalnya material yang belum padu dan lembah-lembah yang dalam. 

Di wilayah Sleman juga banyak dijumpai mata air; keberadaan mata air pada umumnya mengikuti batas satuan geomorfologi. Di daerah ini terdapat paling tidak 4 jalur mata air yaitu jalur mata air Bebeng, Sleman-Cangkringan, Ngaglik, dan mata air Yogyakarta.

Di wilayah Kabupaten Bantul, secara geomorfologis terdiri dari bentuk lahan dataran aluvial gunung api (gunung api muda), perbukitan struktural terisolasi yang terdiri atas batu napal, endapan (eolin dan marin), dan pegunungan denudasional terdiri atas batuan breksi/tufa. Wilayah rawan air tanah terdapat di Kabupaten Bantul bagian timur. Terdapat beberapa tempat yang kualitas air tanahnya kurang baik yaitu di wilayah beting pantai dan dataran aluvial pantai.

Wilayah Kabupaten Kulon Progo, ditinjau dari aspek geologinya, merupakan wilayah yang terdiri dari bahan terobosan andesit, andesit tua, formasi Nanggulan, formasi Jonggrangan, formasi Sentolo, dan formasi endapan aluvial serta koluvium. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat mintakat air tanah non-akifer dan akifer. Untuk air tanah non akifer, penyebarannya mencakup wilayah pegunungan yang merupakan bahan terobosan andesit, andesit tua formasi Bemmelen dan formasi Jonggrangan. Namun demikian di daerah ini dijumpai akifer lokal yang sempit. Sementara mintakat akifer didapatkan pada daerah gumuk pasir, bentuk lahan fluvial, lahan koluvial, dan pada formasi Sentolo.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari air non-akifer pegunungan Gamping dan non akifer vulkanik tua, dan akifer pada lembah Oya dan Ledok Wonosari. Non-akifer di pegunungan gamping mempunyai air tanah yang sulit untuk dilacak. Sementara di wilayah Ledok Wonosari dijumpai akifer dengan permeabilitas rendah sampai sedang. Di Kabupaten Gunungkidul banyak dijumpai mata air yang terdapat di wilayah selatan (pegunungan Gamping) muncul pada ketinggian (elevasi) yang lebih rendah dari daerah permukiman, sehingga sulit untuk memanfaatkannya.

4. Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang

Secara garis besar struktur ruang terutama dibentuk oleh adanya prasarana wilayah dan sistem permukiman. Sistem prasarana transportasi di DIY terdiri dari sistem transportasi darat (jalan dan kereta api), sistem transportasi udara dan transportasi laut walaupun hanya terbatas pada pelabuhan pangkalan pendaratan ikan dengan skala terbatas. Pada sistem transportasi jalan, di DIY terdapat jalan arteri primer yang terdiri dari jalan lingkar serta jalan-jalan yang menghubungkan Yogyakarta-Cilacap melalui Wates, Yogyakarta-Surakarta melalui Prambanan, dan Yogyakarta-Semarang melalui Tempel. Di samping itu untuk jalan-jalan dengan fungsi kolektor primer antara lain jalan-jalan yang menghubungkan Yogyakarta-Pakem melalui Depok, Ngaglik. Yogyakarta-Kalibawang melalui Godean, Yogyakarta-Wates melalui Bantul, Srandakan, Yogyakarta-Parangtritis melalui Pundong. Yogyakarta-Rongkop melalui Banguntapan, Piyungan, Patuk, Wonosari. Semanu-Sukoharjo melalui Karangmojo, Semin. Prambanan-Tempel melalui Cangkringan, Pakem, Turi. 

Dalam sistem transportasi kereta api di DIY terdapat stasiun Yogyakarta yang dapat menghubungkan langsung ke stasiun Jakarta-Merak, dan Surabaya-Banyuwangi.

Untuk Sistem transportasi udara, di DIY terdapat bandar udara Adisutjipto sebagai bandara komersial skala pelayanan nasional dan “internasional terbatas”.

Pertumbuhan kota-kota di DIY pada saat ini terdiri dari satu perkotaan Yogyakarta yang secara administratif terletak pada Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Sleman dan Bantul, serta 4 kota kabupaten dan kota-kota kecamatan. Sampai dengan saat ini perkotaan Yogyakarta tidak saja berkembang ke arah utara-timur, namun juga mengarah ke selatan dan barat. Dilihat dari jumlah penduduknya, lebih sepertiga penduduk DIY berada di perkotaan Yogyakarta, dengan demikian perkotaan Yogyakarta telah mengalami proses primasi yang dalam hal ini proporsi jumlah penduduk cenderung kurang proporsional bila dibanding dengan jumlah penduduk wilayah DIY, sehingga diwaktu mendatang diperlukan adanya usaha-usaha pengelolaan pertumbuhan perkotaan Yogyakarta.

Perkotaan Yogyakarta, secara fungsional merupakan salah satu simpul utama yang mempunyai wilayah pelayanan melebar sampai dengan Jawa Tengah bagian selatan (Koridor Selatan). Hal ini ditunjang dengan posisi strategis simpul Yogyakarta serta keberadaan prasarana dan fasilitas yang ada di wilayah DIY dan perkotaan Yogyakarta. Prasarana dan fasilitas tersebut antara lain berupa sistem transportasi jalan, kereta api, bandar udara, fasilitas pendidikan, rumah sakit, fasilitas penunjang perekonomian/perdagangan, dan sebagainya. Di samping itu juga ditunjang dengan mudahnya akses masuk maupun ke luar dari Yogyakarta.

Dalam pola pemanfaatan lahan, hal menonjol pada saat ini adalah adanya perubahan penggunaan lahan. Wilayah yang mengalami tekanan cukup besar terhadap persawahan hingga berubah menjadi perkampungan adalah Kabupaten Sleman, diikuti Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. 

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup, sampai dengan saat ini Pemerintah Propinsi DIY telah menyiapkan Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada dasarnya juga ditujukan untuk mewujudkan peran partisipatif pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab semua pihak. Untuk ke depan perlu diupayakan perwujudan program-program sesuai rencana strategis ini. 

Keperdulian terhadap keberlanjutan pembangunan diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Agenda 21, di antaranya adalah Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) yang merupa-kan program Agenda 21 Sektoral bidang Pariwisata di DIY.

Beberapa kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang telah dilaksanakan di antaranya adalah Program Kali Bersih (Prokasi), Program Langit Biru, dan sebagainya. 
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